GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 188 74 /Q?S/llb- Py W - & -ST/2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6567);



Menetapkan

KESATU

-9

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 98);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor
796);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023.

Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.



KEDUA

KETIGA

-3-

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bahan
penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 WS 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

e

RUSDY MASTURA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 18834 /23§ /%0. HukEuw ~G-57/2022

TENTANG

PR
OGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
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